MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 606 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

La.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kejelasan,
kepastian pelayanan langsung kepada masyarakat dan
atau pemangku kepentingan serta guna menjamin
implementasi atas asas-asas tata kelola pemerintahan
yang baik, perlu adanya Standar Operasional Prosedur
(SOP) Layanan Unggulan Kementerian Perhubungan
Tahun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Standar Operasional Prosedur
Layanan Unggulan Kementerian Perhubungan Tahun
2017,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);




Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 216);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komite Nasional Keselamatan Transportasi;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
1245);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/35/M.PAN/11/2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

1012);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 63};

11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah
Pelayaran;

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 560 Tahun
2015 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan

Unggulan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN 2017.

: Standar  Operasional  Prosedur  Layanan Unggulan

Kementerian Perhubungan Tahun 2017 yang selanjutnya
disebut SOP Layanan Unggulan, adalah rangkaian proses
kegiatan yang dibakukan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan eksternal dan internal yang menjadi

tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Perhubungan

: SOP Layanan Unggulan ditetapkan untuk memberikan

kepastian pelayanan, mulai dari proses awal, pejabat
pelaksana, persyaratan administrasi, sampai dengan hasil

akhir yang dibakukan untuk masing-masing kegiatan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

: S0P Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan ditentukan berdasarkan Kkriteria sebagai

berikut ;

1. layanan publik yang strategis;

2. layanan yang memiliki intensitas permohonan yang tinggi;

3. layanan yang dapat dilakukan perbedaan perlakuan
misalnya percepatan jangka waktu penyelesaian; dan

4. layanan yang mampu memberi nilai lebih di mata

stakeholders.

: SOP Layanan Unggulan disusun dalam bentuk kegiatan

pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perhubungan
yvang terbagi dalam beberapa bidang sebagai berikut :

a. Bidang Transportasi Darat;

b. Bidang Transportasi Laut;

c. Bidang Transportasi Udara;

d. Bidang Transportasi Perkeretaapian;dan

e. Bidang Penunjang.

: SOP Layanan Unggulan Kementerian Perhubungan Tahun

2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT,
tercantum dalam Lampiran 1, Lampiran 1[I, Lampiran III,
Lampiran IV, Lampiran V Lampiran VI dan pada Keputusan
Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Menteri Perhubungan ini.

: SOP Layanan Unggulan yang sebelumnya telah ditetapkan

dalam Keputusan Menteri KP 560 Tahun 2015 tentang
Standar  Operasional Prosedur Layanan Unggulan
Kementerian Perhubungan tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.



KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :
Sekretaris Jenderal;
Inspektur Jenderal;
Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

1
2
3
4
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;

7. Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan,;

8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan

9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

dan Bekasi.

Salinan sesual dengan aslinya

ﬁPALﬁiIR HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 660 Tahun 2017
TANGGAL 3 Juli 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN
BIDANG TRANSPORTASI DARAT

Sertifikasi dan Pengesahan Hasil Uji Instalasi Sistem Bahan Bakar Gas

pada Kendaraan Bermotor

Pengajuan dan Perpanjangan Sertifikasi Bengkel Instalasi Sistem

Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor

Pengesahan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor

Produksi Agen Pemegang Merk (APM) dan Import Umum

Pengesahan Sertifikat Uji Tipe Kendaraan Bermotor

Penetapan Lokasi Pelabuhan Penyeberangan

Penerbitan SK Dirjen HUBDAT tentang Pemberian Persetujuan Hasil

Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)

Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota, Antar Provinsi

(AKAP)

Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Antar Jemput Antar

Provinsi (AJAP)

Pemberian Izin Penyelenggaraan Pariwisata

Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus

Penerbitan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Angkutan

Penyeberangan

Pengawasan Usaha Angkutan Barang Khusus

Pemberian Izin Penyelenggaraan Angkutan Multimoda

Permohonan Pemilihan Peserta Pelajar Pelopor

Pengawasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Terminal Penumpang dan

Barang
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI,
Salinan sesuai dengan aslinya

K PAL?LBIR HUKUM

-t

SRI LESTARI RAH, YU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 606 Tahun 2017
TANGGAL : 3 Juli 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN
BIDANG TRANSPORTASI LAUT

. Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)
Penanaman Modal Dalam Negeri secara Online

. Penerbitan Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus
(SIOPSUS) Penanaman Modal Dalam Negeri secara Online

. Penetapan Keputusan Menteri Tentang Izin Penggunaan Kapal Asing
(IPKA)

. Penerbitan Gross Akta Baliknama Kapal Penumpang dan Penangkap
Ikan Secara Online

. Penerbitan Gross Akta Pendaftaran Kapal Penumpang dan Penangkap
Ikan Secara Online

. Penerbitan Gross Akta Baliknama Kapal Barang dan Peti Kemas Secara

Online

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI,

Salinan sesuai dengan aslinya

ﬁmzﬁm O HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/¢)
NIP. 19620620 198903 2 001
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LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 606 Tahun 2017
TANGGAL : 3 Juli 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN

BIDANG TRANSPORTASI UDARA
Penerbitan Surat Izin Penambahan Kapasitas Angkutan Udara Niaga
Berjadwal Dalam Negeri dan Luar Negeri Online
Penerbitan Persetujuan Terbang Luar Negeri Online
Penerbitan Lisensi Personil Bandar Udara
Permohonan Penerbitan / Perpanjangan Lisensi Personel Keamanan
Penerbangan Bebasis WEB (Online)
Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pesawat Udara Online
Rekomendasi Izin Stasiun Radio Pesawat Darat Online
Prosedur Penetapan ELT 406 MHz Code Secara Online
Penerbitan Lisensi FOO (Flight Operation Officer Licence/FOOQOL)
Penerbitan Sertifikasi Pramugari (Flight Attendant Certificate/FAC)
Penerbitan Lisensi Pilot (Commercial Pilot Licence/CPL)
Penerbitan Lisensi Pilot (Airline Transport Pilot Licence / ATPL)
Penerbitan Lisensi Pilot (Sport Pilot Licence / SPL)
Penerbitan Lisensi Teknisi Penerbangan (Flight Engineer Licence [ FEL)
Penerbitan Lisensi Pilot (Student Pilot Permit /| SPP)
Penerbitan Lisensi Pilot (Private Pilot Licence / PPL)
Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara (Sertificate Of
Registration /| COFR)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

IﬁPAIﬁ}BIR HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001




LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :KP 606 Tahun 2017
TANGGAL :3 Juli 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN
BIDANG TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN

1. Penetapan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana atau Sarana
Perkeretaapian Umum

Pengesahan Izin Teknis Pemanfaatan Jalan Rel dan Tanah Kereta Api
Layanan Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perawatan

Layanan Sertifikasi Pengatur Perjalanan Kereta Api

Layanan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

Layanan Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

Layanan Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

N A <

Layanan Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

#AL&BIT HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :KP 606 Tahun 2017
TANGGAL :3 Juli 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

1. Publikasi Warta Penelitian Melalui Open Journal System

Salinan sesuai dengan aslinya

K PAl/,?‘BIR HUKUM

- -
SRI LESTARI RAfYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI
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LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP 606 Tahun 2017
TANGGAL : 3 Juli 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN
BIDANG PENUNJANG

Penyiapan Penetapan Pengelola Anggaran

Penerbitan Media Internal

Proses Administrasi Investigasi Awal Kecelakaan Penerbangan

Proses Administrasi Investigasi Awal Kecelakaan Pelayaran

Proses Administrasi Investigasi Awal Kecelakaan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Proses Administrasi Investigasi Awal Kecelakaan Kereta Api

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

K7ﬁALA /?iRO fUKUM
SRI LESTARI RAH‘iZU

Pembina Utama Muda' (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN BIDANG TRANSPORTASI DARAT { LAMPIRAN 1 }
SERTIFIKASI DAN PENGESAHAN HASIL UJI INSTALAS? SISTEM BAHAN BAKAR GAS PADA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hulium:

Kualifikasi Pelaksana:

i, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Anghutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang
Kendaraan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM.39 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Bahan Bakar Jenis
Compressed Natural Gas (CNG) pada kendaraan bermotor

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Xeselamatan
Kerja

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KiM.9 Tahun 2004
tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor

1. Memiliki latar belakang sarjana Teknilk Mesin/
Teknik Otomotil/Penguji Kendaraan Bermotor

2. Memahami Spesifikasi di Bidang Teknik Kendaraan

Memahami Bidang Administrasi dan Pengarsipan

4. Memahami Aplikasi dan Pengoperasian Komputer
untizk Perkantoran

b

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan;

1. 8OP Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3. Mesin Ketik Manual

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

1. Apabila terdapat keraguan dalam berkas permohonan
2. Pastikan pemohon memenuhi semua persyaratan,

Pencatatan secara manual

Cara Mengatasi:

Akan dilakukan klarifikasi kepada pemohon




Pelakeann Muta Bakn
Hanl
™ Uraian Heglatan Diehtar Dirchtur Sarong ;’:‘:::;:‘ Telnologh Kot
Pechubungan Sarana Staf Kelengkapan Waktu autput
perhobungan + Sarana Angieatan
Darat Dam Angkutazn o
t ’ 1} Ketenghapan berkas permohonan
meliput ¢ a. Surat Permobhionan
Uji instalasi Kendaraan BEG: b
Data Umum Perusahaan;
<. Surat Kuasa Perugas yang
. Menzngani; d. Data
denerima dan memerikse berkas ! Surat Permohonan . : Spesilikasi Telinik kendaraan
i 2. Kelengkapan berkas 15 menit | Disposisi
permohonan dan menadispoais] 3. Lembar disposiai Bermotor;
s Spasis NPWP Perugahaan <. Surat

pernyataan kesangaupan untuk wnduk
terhadap peraturan yang dikeluarkan
oleh Kementenian Perhubungan. 2}
Hanya berkas lengkap yang diterima
dan diproses.

. SBurat Permohonan

ates an memeniksa . B " :
merima ¢ 38 berkas . Kelenghapan berkas 30 menit [Dispoaisi

[

2
t o iaposini
permohonan dan mendisposini f . Lembar disposisi
. L ge 3 2
Menertna dan memeriksa berkas S’ur'u Permohonan 3 i :
3 2. Kelengkapan berkas 30 menit | Dispostsi
permohonan clan mendispesisi 5
3. Lembar disposisi

Menerima dan memeriksa barkaa l ll 1. Surar Perraohonan

4 - i N 2. Kelenghkapan beckas |30 menit
permohonan dan mendispoaisi 3. Lembar disposisi
1. Memeriksa kelengkapan berkas dan 1. Konsep Surat
menyiapkan konsep surat Kepltusan Keputusan Direktur
Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Jenderal
Sertifthat Bengke Instalasi Bahan Bakar Perhubunpan Darat
Gas 2], Melakukan verifikasi lapangan tentang Sertifikat
terhadap fasilitas dan peralatan Bengket {:3 1. Surat Permohonan dan Pengesahan

5 |Instalasi BRG. a). 2. Kelenghapan berkas 3 hart | Hasit Uji Inatalasi
Menerima resume hasil penpuijian instalasi 3. Lembar disposisi BBG pada
sistem BEG pada Kendarzan Bermotor Kendaraan Bermotor
dari BPLJSKS. 2. Konsep Surat
44, Menyiapkan Konsep surat Keputusan Pengantar uji dan
Birektur Jenderal Perhubungan dan Blaya Ui 3. Nota
Sertifikat Benglel tnstalasi BBEG Dinns




Uralan Eegplatan

Pelaksana Muia Balin
. Hasi
S | oy s | K | i
A y " Sarana Staf Helcagkapan Walktu outpst
Darat Anglutan
Darat Angkutan .

Memeriksa Konsep surat Keputusan
Direktur Jeaderal Perhubungan Darat dan

1. Surat Permchonan

2. Keleaghapan berkas

3. Konsep Surat Keputusan
Direltur Jenderal

1, Konsep Surat
Keputusan Direktur
Jenderal
Perhubungan Darat
tentang Sertifikat
dan Pengesahan

& Sertifikat Benghel Instalasi Bahan Bakar Perhubungan Darat dan 36 menit | Hasil Uji Instatast
Gas. Sertifikat Hengkel Instatasi BEG pada
BEG Kendaraan Bermotor
#. Lembar dispasist 2. Konsep Sl_.l.l'a[
Pengantar uji dan
Biaya Uji 3. Nota
Dinas
1. Konsep Surat
Keputusan Dircktur
L. Surat Permohonan ;cn:c;al Darat
2. Kelengkapon berkas ¢ crl u ugg?}.k alra
M . . 3. Kansep Surat Keputusan| eriang Seriftia
Meneliti Konsep surar eputasan Direkiur Direlitur denderal dan Pengesahan
7 |Jenderal Perhubungan Darat dan Sertifikat Ports ‘l‘:r o s i 30 menit JHasil Uji inatalasi
Bengkel Instalast Bahan Bakar Gas. Si:u:k::‘géz kz:;nl;méxr:m BBG pada
BBG ; B! = Kendaraan Bermotor
4. Lembar disposisi 2. Konsep S‘T{ral
Pengantar uji dan
Braya Up 3. Nota
Dinas
1. Konsep Surat
Keputusan Direktur
E 1. Surat Permohonan ;nn:::} Darat
2. Kelenghapan b o i upEaT IAra
Menyetujui Surat Pengantar surat 5 Konsng Sfﬂt RWIS‘: lentang Sertifticat
Heputusan DRirektur Jenderal 5xrcktur}:l dl' .ch usan dan Pengesahan
5 {Perhubungan Darat dan Sertifikat Bengkel Perhubu n ri.)m T 60 menit |Hasil Up instalasi
Instatasi bengkel Bahan Bakar Gas ke & t?k :\gﬂn im;;; (:"rf u BBG pada
Direktur Jenderal Perhubungan Darat. E!E!r(; st Benghal Instalas: Hendaraan Bevmotor
4. Lembar dispoziai 2. Ronsep Sl:\_rat
Pengantar uji dan
Biaya Ui 3. Nota
Dinas
N Surat Keputusan Pemilik fendarnan wajib
L 5’_‘"‘" Pecmohonan Direkrur Jenderal memertksakan instalast sistem BBO
" . ¢ esutusan Direkt 2 l’\clrngkapnn b'erkas Perhubungan Darat |kendaraannya ke agen atau bengkel
'J""'g"‘: “il‘;‘ 5::‘2 Epu ;"'““{ d"”-' Sur: - 3. Konsep Surar Heputusan, tentang Sertifikat BBG pada & bulan pertama, ketiga, dat,
o (Jendeoral Perhubungan Darat dan Sertifikat Direktur Jenderal 30 menit |dan Pengesaban zerta wajib mengujikan instalasi BBG

Heengketl Instalast benglkel Bakan Bakar
Gas

Perhivhungan Darat dan
Sertifikat Bengkel Instalasi
BBG

3. Lembar dispasisi

Hasit Uji Instatasi-
BBG pada
Eendaraan
Bermotor,

kendaraannys ke agen atau bengkel
BBG pada 6 bulan kedua, keampar,
dat.
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PENGAJUAN DAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI BENGKEL INSTALASI SISTEM BAHAN BAKAR GAS PADA KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

2. Peraturan Pemerintah Nomor §5 Tahun 2012 Tentang
Kendaraan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
KM.39 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Baban Bakar Jenis
Compressed Natural Gas {CNG) pada kendaraan bermotor

4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.9 Tahun 2004
tentang Pengugjian Tipe Kendaraan Bermotor

1. Memiliki Jatar belakang sarjana Teknik Mesin/
Teknik Otomotif/ Penguji Kendaraan Bermotor

2. Memahami Spesifikasi di Bidang Teknik Kendaraan

Memahami Bidang Administrasi dan Pengarsipan

4. Memahami Aplikasi dan Pengoperasian Komputer
untuk Perkantaran

@

Keterkaitan:

Peralatan,/ Perlengkapan:

1. SOP Surat Keluar

1. Komputer
2. Printer
3. Mesin Ketik Manual

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

1. Apabila terdapat keraguan dalam berkas permohonan
2. Pastikan pemohon memenuhi semua persyaratan.

Pencatatan secara manual

Cara Mengatasi:

Akan dilakukan klarifikasi kepada pemohon




<15

Pelaksana Mutu Baku
Direktur . Kasubdit [Kasi Teknologi
No Uraian Kegiatan Jenderal Dirsktur Sarana Teknologi Sarana Keterangan
Perhubungan Stat Kelengkapan Waktu Output
Perhubungan Darat Sarana Angkutan
Darat Angkutan Jalan
1) Kelengkapan berkas
permohonan meliputi :
a, Data Umum
Perusahaan;
b. Alste pendirian
perusahaan;
¢, Daltar peralatan;
d. Status kepemilikan
bengleel;
1. Surat Permohonan &. Sertifikat Keahlian
2. Kelengkapan berkas teknisi
. 3. Lembar disposisi €. Surat pernyataan
, |Menerima 1{crka.s g)crmuhonan 4. Peraturan Menhub 15 menit Disposisi | Kesanggupan untuk
serta mendisposisi Nomor 39 Tahun 2012 tundul terhadap
tentang Penggunaan peraturan yang
Bahan Bakar Gas Untuk dikeluarkan oleh
( ) Kendaraan Bermotor Kementerian
Perhubupgan:
f. Melampirkan sertifikat
kalibrasi alat instalast
fapabila ada};
£. Buku pemaniauan unit
kendaraan bermotor yang
telah dipasang instalasi
BBG;
L _DRatal HIL~ 2 TN
1. Surat Permohonan
2. Kelengkapan berkas
3. Lembar disposisi
Menerima berkas permohonan 4. Peraturan Menhub : ; e
z 30 menit Disposisi

serta mendisposist

Nomeor 39 Tahun 2012
teniang Penggunaan
Bahan Bakar Gas Untuk
Kendaraan Bermotor
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Pelaksana Mutu Baky
No Uraian Kegiatan j:;edzt:]arl Diretdur Sarara ';T;u;ggi Kusns‘;er:;lglogr Keterangan
Li¢ Wakt Output
Perhubungan Pem;:rl;:gan Sarana Anghkutan Staf Kelengkapar ¢ wipul
Darat Angkutan Jalan
1. Surat Permohenan
2. Kelengkapan berkas
3. Lembar disposisi
3 Menerima dan mcmcriks.a bcr-kés 1 4, Peraturan Menhub 30 et Iispasisi
permohonan serta mendisposisi Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penggunaan
Bahan Bakar Gas Untuk
Kendaraan Bermotor
1. Surat Permohonan
2. Kelengkapan berkas
3. Lembar dispesisi
Menerima dan memeriksa berkas +. Peraturan Menhub : : -
4 s 30 menit Disposisi
permohonan serta mendisposisi ‘ ; HNomeor 39 Tahun 2012 P
tentang Penpgunaan
Bahan Bakar Gas Untuk
Kendaraan Sermotor
1. Memeriksa kelengkapan berkas
d‘an men_vlapl‘:an Iconscpd 5U.I;Z\t 1. Konsep
Keputusan Direktur ;}cn Seralr 1. Surat Permohonan Burat
Perhubungan D‘?rm }im “-;i tiear 2. Kelenglapan berkas Keputusan
Benglkel Instalasi Bahan Bakar ]““‘“‘“‘j 3. Lembar disposisi Digen
5 Gas; i . 4. Peraturan Menhub 5 hari Perhubungan
2. Melakuka-n‘\.(:'n thasi la]pang;m Nomor 39 Tahun 2012 - Darat dan
terhadap lcl\ms:vdané)cm atan tentang Penggunaan Sertifika
Bcngkcl-!nsta]as: B? ! Bahan Bakar Gas Unwk Benghkel
3 Mcnylapka'n kansep Surz.'lt Kendaraan Bermotor instalasi BBG;
Keputusan Direlktar Jegdc:ai 2. Nota Dinas
Perhubungan dan Sertifilat
Bengikel Instalasi BBG
1. Konsep
1. Surat Permohonan Surat
. . 2. Kelengkapan berkas Keputusan
e e S eral 3. Lembar disposisi Digjen
. Pephut;san erc tll: qlen Str i E::] 4, Peraturan Menhub 60 menit Perhubungan
Ber ";( T;‘ganl a.raB (:n [;;; tha Nomeor 39 Tahun 2012 Darat dan
eng- el Insta a;;: n z;kan ﬂ; tentang Penggunaan Sertifikat
Gas serta membububkan paraf: Bahan Bakar Gas Untuk Bengkel
Kendaraan Bermotoer Instalasi BBG;
2. Nota Dinas.




Pelaksana Mutu Sakur
Direktur Direktur Sarana Kasubdit |Kast Teknologi
No Uraian Kegiatan Jenderal Teknoiogi Sarana Keterangan
Perhubungan F‘erh;;t;?gan Sarana Anglutan Staf Kelengkapan Wiaktu Output
Darat Angkutan Jalan
1. Konsep
1. Burat Permohonan Surat
. Kel 5
Memeriksa Kensep Surat 2. ke eng}(a].:an b‘er-kab K??utusan
Keputusan Direktur Jenderal 3. Lembar disposisi Dirjen
. { 4. Peraturan Menhub ., |Perhubungan
7 {Perhubungan Darat dan Sertifikkat p %0 menit
. Nomor 39 Tahun 2012 Darat dan
Bengkel Instalasi Bahan Bakar N
Gas serta membububnkan paral; tentang Penggunaan Sertifilcat
) ’ Bahan Bakar Gas Untuk Bengkel
Kendaraan Bermotor Instalasi BBG;
2. Neta Dinas.
1. Konsep
1. Surat Permohonan Surat
Memeriksa Konsep surat 2. Kclengkal?an b.e r}(ns Kn:qumszm
. 3. Lembar disposisi Dirjen
Keputusan Direktur Jenderal '
. 4. Peraturan Menhub ., [Perhubungan
& |Perhubungan Darat dan Serufikat 60 menit
. . Nomor 3% Tahun 2012 Darat dan
Bengkel Instalasi BBG serta )
memsbububkan paral tentang Fenggunaan Serufiliat
Bahan Bakar Gas Untuk Benghkel
Kendaraan Bermetor Instalasi BBG;
2. Nota Dinas.
1) Sertifikat berlalu unruk
I. Surat Permehonan Surat :':T: ii(dcual‘;alf;n. dan
2. Kelengkapan berkas Keputusan i ciperpanjang;
- . 3 . o 2} Bengkel instalasi BBG
Menyetujui/ menandatangani Surat 3. Lembar disposisi Dirjen M N
. wajib melaporkan kegiatan
Keputusan Direktur Jenderal CD 4. Peraturan Menhub 30 menit Perhubungan terkait instatasi BEG pada
Perhubungan Darat dan Sertifikat Nomor 38 Tahun 2012 " IDarat dan wendaraan b;rmomr \?“:n ;
Bengkel Instalasi BBG tentang Penggunaan Sertifikat ditalukan selu = ARg
Bahan Bakar Gas Untuk Bengikel rang

Kendaraan Bermotor

Instalasi BBG

kurangnya § (enam) bulan
selkali kepada Dirjen
Perhubungan Daral,
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PENGESAHAN SERTIFIKAT REGISTRASE USI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
PRODUKSI AGEN PEMEGANG MEREK {APM} DAN IMPORTIR UMUM

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;
2. PP No. 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan,

PP No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan

4. KM. 9@ Tahbun 2004 Tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotar,

1. Memahami aplikasi perkantoran
2. Memahami Spesifikasi di Bidang Teknik Kendaraan

3. Memiliki ketelitian dalam pekeiyjaan

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Surat Keluar
2.

1. Komputer, printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila terdapat keraguan dalam berkas permohonan

2.

Cara Mengatasi :

1. Akan dilakukan klarifikasi kepada pemohon
2.

1. disimpan sebagai data elekironik dan manual

2.
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Pelaksana Mutu Baku
. Pengolah Bahan
No Uraian jenis kegiatan irektur { i g Ket
J 5 Aplikasi VTA Dirckiur Sarana Kasubdit UTKB has'x Sertifikasi Sertifikast Registrasi Kelengkap-an Walt Output
Perhubungan Darat Kendaraan P
Uji Tipe
Surat Permohonan Burat Permohonan Bila date kendaraan hermotor
1 Menerima kelengkapan Penerbitan Sertifikat Penerbitan Sertifikat mfa_lf sc.:s.uax atau m?ak tenghkap
administrasi ( ) Registrasi Uji Tipe secara Registrasi Uji Tipe secara maka sistem VTA akan
Digital Digital langsung menolak
2. Persyaraten permobonan
, penerhitan Sertifilea
Mcrlx‘cnma da? memertksa ] Surat lPermoho‘nan Sura; ‘}"crmoho‘x;.ila‘n Registrasi Uii Tipe
9 untuk mengkaji dan eu‘aluam l 1 Pi':ncrbl'tarl S(.:rtlﬁkal 10 menit Pc-:m,r %talﬁ Sf:rtl ikat 1. Surat Permohonan.
permehonan penerbitan Registrasi Uji Tipe secara Registrasi Uji Tipe secara ; . e
. - i o i 2. Sertifikat Uji Tipe
Sertifikat Registrasi Uji Tipe Digital Lyigital N
3. Lampiran nomor rangka
dan mesin
y
Memertlisa, mengkaji dan | 1 Surat Permohonan Surat Permohonan
melakukan evaluasi Penerbitan Sertifikat . Penerbitan Sertifikat
3 . . . sy e 10 menil ) PR
administrasi dan teknis Registrasi Uji Tipe secara Registrasi Uji Tipe secara
terhadap berkas pemohonan Digital Digital
Mengevaluasi dan meneliti P : B
rmolionan Serta Surat Permohonan Surat Permohonan aplikasi VTA online menerbitkan
P L Penerbitan Sertifikat . Penerbitan Sertifikat billing pembayaran PNBP sctelah
4 | menugaskan untuk mencetak : sy 10 menit X Ly Lo o
N n Registrasi Uji Tipe secara Registrasi Uji Tipe secara | kasi dispesisi ke Pengolah bahan
konsep pengesahan Sertifikat Digital Digital sertifikas regitstrasi uji tipe
Registrasi Uji Tipe & & i i Hp
\ Surat Permohonan i1 ..Jam = 200 lembar untuk 1
Penerbitan Sertifikat printer
Registrasi Uji Tipe
secara Digital
2. Konsep Sertilikat 2. Pengolah bahan sertilikasi
Melakukan evaluasi Surat P h Registrasi Uji Tipe registrasi uji tipe baru bisa
persyaratan administrasi dan P urdtb.t'crmsu ':?'i:{nl mencetak ku_nscp pcz}gcsahan
5 persyaratan tcknis serta ke, f:tf';si f;‘i T?r; ;e:ara 1 Jam sertifikat registrasi uji tipe
Mencetak kansep Sertifikat I i & D.i. ]P setelah pemohon membayar
Registraai Uji Tipe igital PNBP dengan masa berlaku
billing PNBP 7 (tujuh) hari
3. Pengambilan Sertiftkat
Registrasi Uji Tipe membawa
bukti pembayaran PNBP
i. Sural Permohonan
Penerbitan Sertiftkat
Memeriksa kensep Sertifikat Y Re-:g.lstrasz Uji Tipe sccara Konsep Sertifikat
G X S I Digitai 1 Jam X e -
Registrast Uji Tipe Registrasi Uji Tipe
2, Kensep Sertifikat
Registrasi Uji Tipe
L. Surat Permohonan
Pencrbitan Sertifikat
neliti k < Registrasi Uji Tipe secara coms f
Meneliti konsep kensep = Konsep Sertifilat R
7 Bertifikat Registrasi Uji Tipe L__.:j Digital 1 Jam Registrasi Uji Tipe
2. Konsep Sertifikat
Registrasi Uji Tipe
1. Surat Permohonan
Mengesahkan Sertifikat P"“,‘""""f“ S,érF‘ﬁkat Pemohon wajib membawa buku
o | Registrasi Uji Tipe atas nama Registras: Uil Tipe secara) Sertifikat Registrasi Uji | bayar pembayaran PNBEP untuk
Direktur Jenderad ( ) Digital A Tipe mengambil pengesahan sertifikat
Perhubungan Darat 2. Konsep Sertifikat registrasi uji tipe

Registrasi Ui Tipe
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PENGESAHAN SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR

Dasar Hukum :

Kuaiifikasi Pelaksana :

1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ;
2. PP No. 35 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

PP No. 15 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Perhubungan

4,  KM. 9 Tahun 2004 Tentang Uji Tipe Kendaraan Bermotor;

1. Memahami aplikasi perkantoran
2. Memahami Spesifikasi di Bidang Teknik Kendaraan
3. Memiliki ketelitian dalam pekerjaan

Keterlkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. 8OP Surat Keluar
2.

1. Komputer, printer
2. Mesin ketik manuz

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila terdapat keraguan dalam berkas permohonan
2.

Cara Mengatasi :

1. Akan dilakukan klarifikasi kepada pemohon

1. disimpan sebagai data elektronik dan manual
2.
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Pclaksana Mutu Baku
A e ; N - . . . . Direktur Sarana, el Pengolah .
No | Uralan jenis kegiatan | Kepala Balai |Kasi Sertifikasi| Kasubdit - Aplikasi Kasubdit Ket
£ Kel kap- f: Output
PLISKB Kendaraan UTKE Perhubungan | Ditjen Hubdat VTA Ba\_han ) UTKB elengkap-an Waktu uLpu
Darat Sertifikasi
Kepala Balai Approve Hasil uji pengujian pengantar hasil uji, spsifikasi teknis,
. s kendaraan . Pl
1 Hasil Penguji Tipe o 10 menit - hasil wji, gambar kendaraan bermotor
Kendaraan Bermotor hcrmo‘to? secara yang diufi
digital
Menerima dan mengkaji
hasil pengujian tpc 4 Hasit uji pengujian Konsep . . P
—1 la ada ki
kendaraan bermotor dan [ | kendaraan . Pengesahan bila ada G,mks; mal(a. hasil w tipe
2 1 hari : - kembali ke Kepala Balai PLJSKE untuk
konsep pengesahan bermotor sccara Sertifikat Uji Tipe o .
ey s s diltkukan perbaikan
sertfikat uji tipe secara digital sceara digital
digital
Memeriksa, mengkaji,
mencliti dan melakukan
evaluasi terhadap hasil Hasil uji pengujian Konsep bila ada koreksi maka hasil uji tipe
3 pengujian tipe [ kendaraan 1 hari Pengesahan kembali ke Kepala Scksi Sertifikasi
kendaraan bermotor dan bermotor secara arl 1 serdifikat Uji Tipe | Kendaraan Bermotor untuk dilakukan
konsep pengesabian digital secara digital perbaikan
sertfikat uji tipe secara
digital
Mueneliti hasil pengajian Hasil uii penguiian Konse
tipe kendaraan bermotor E:""-[ kcr{dgrafnj Pen esa}[:an bila ada koreksi maka hasil uji tipe
4 | dan konsep pengesahan 1 hari _. gesanan kembali ke Kepala Balai PLJSKB untuk
TR bermotor secara Sertifikalt Uji Tipe X -
sertfikat uji tipe secara S ot ditkukan perbaikan
o digital secara digital
digital
v Konse bila ada koreksi maka hasil uji tipe
Approval Pengesahan 1 P P Pengesahan kembali ke Direktur Sarana
. 2 o engesahan . : o - T
5 Scrtifikat Uji Tipe : i 1 hari sertifikat uji tipe Perhubungan Darat atau Kasubdit Uji
. | Sertilikat Uji Tipe B .
Kendaraan Bermotos o secara digital Tipe Kendaraan Bermotor untul
secara digital s J
dilakukan perbaikan
Aplikasi VIA online Konsep : o ital
memberitaukan kepada ] Pengesahan . kode billing sistem aplikasi VTA memberitahukan
6 . : g 10 menit kepada pemohon untuk membayar
pemohon untuk mebayat Sertifikat Uji Tipe pembayaran PNBP billing PNBP
billing PNBP secara digital g
Konse Pengelah bahan sertifikasi baru hisa
Mencetak kensep P Konsep mencetak konsep pengesahan sertifikat
o l I Pengesahan W ot
7 | pengesahan sertfikat uji Sertifikeat Uit Tipe 2 Jam Pengesahan uji tipe setelah pemohon membayar
tipe kendaraan bermotor It i Sertifikat Uji Tipe | PNBP dan masa berlaku billing PNBP 7
secara digital {tujuh) hari
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Pelaksana Mutu Baku
No | Uraian jenis kegiatan | Kepaia Balai |Kasi Sertifiasi|  Kasubait [PheeturSamnal L pplikasi PENEOlAN | Kasubdit — Wak outout Ket
PLJSKB Kendaraan UTKB erhubungan | Lagen Hubdat VTA ahan UTKB ciengrap-an w P
Darat Sertifikasi
Memeriksa dan menelitd Konsep Konsep
8 | konsep pengesahan uji e Pengesahan 3 Jam Pengesahan
tipe kendaraan bermotor 1 f Sertifikat Uji Tipe Sertifikat Uji Tipe
9 oscrtill"}ﬁ?at i.i tipe Pengesahan 2 Jam Pengesahan
kendaraan bermotor Sertifikat Uji Tipe Sertifikat Uji Tipe
Mengkajl konsep ‘_........] Konsep Konsep
10 pengesahan uji tipe I | Pengesahan 1 Jam Pengesahan
kendarazn bermotor Sertifikat Uji Tipe Sertifikat Uji Tipe
Mengesahkan v Konsep
Pengesahan Sertifikat Uji Pengesahan Pengesahan
1 Tipe Kendaraan O Sertifikat Ui Tipe | © 9% | Sercifikat Usi Tipe

Bermotor

secara digital
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PENETAPAN LOKASI PELABUHAN PENYEBERANGAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1 UU No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (pasal 72 1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan transportasi
2 PP No.61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan 2, Memiliki kompetensi di bidang teknik sipil

3 Keputusan Menteri Perhubungan Nemor KM 52
Tahun 2004 tentang Penyetenggraraan Pelabuhan

3. Memiliki kompetensi di bidang manajemen operasional pelabuhan
Penyeherangan P ¢ : ’ g

4 Keputusan Menteri Perhubungan Noemor 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian |4, Memiliki kompetensi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas

Perhubungan
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 SOP Penerbitan Persetujuan Pengoperasian i. Dokumen FS
Pelabuhan Penyeberangan 2. Burat Rekomendasi Gubernur/Bupati/Waliketa

2 SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas 3. Peralatan teknis inspeksi

3 SOP Pembuatan Laporan 4, Kamera
4 SOP Perjalanan Dinas 5. Alat Tulis Kantor
Peringatan: Pencatatan/ Pendataan:

Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Disimpan sebagai data elektronik dan manual

penoclakan disampaikan secara tertulis disertai dengan
alasan penoclakan

Cara Mengatasi:

Harus cermat dalam melakukan pemeriksaan dokumen usulan
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Pelaksana Mutu Baku
Kasi
Rancang [Penyusun bahan
. Kegiat i Ket:
No eglatan Direktur | Kasubdit | DCougunl | Rekomendasi Kelengkapan Waktu Output eterangad
Pelabuhan Penetapan
Penyeberan Lokasi
gan
C) Surat Permohonan, Rekomendasi
Menerima permohonan izin dari OP/ Bupati/Walikota dan Gubernur . . . .
1 . 1 Hari Kerja Disposisi
penyelenggara pelabuhan tentang kesesuaian dengan tata
raang wilayah, Study kelayakan
Melakukan disposisi kepada Kasubdit ~— Surat Permohonan, Rekomendasi
e <an disposisi kepada Kasubdi urat Permohonan, Rekomendasi . . ..
2 Pelabuhan Penyeberangan L dan Study Kelayakan 10 Menit Disposisi
¥
Melakukan disposisi kepada Kasi 1 Surat Permohonan, Rekomendasi . . .
3 10 Menit Disposisi
Rencana Bangun Pelabuhan dan Study Kelayakan
Menugaskan Penyusun Babhan ' .
4 |[Rekomendasi Penetapan Lokasi o Surat Permohonan, Rekomendasi 2 Hari Kerja | Penugasan
dan Study Kelayakan
Pelabuhan
o
5 Melakukan pemeriksaan berkas I I Surat Permohonan, Rekomendasi 3 Hari Keri Hasil
persyaratan dan Study Kelayakan an Bela b pemeriksaan
Melakukan peninjauan lokas: dan X Surat Permohonan,Telaahan, . .
6 menyusun telaahan ::] Rekomendasi dan study Kelayakan ¥ Hari Kerja |- Penugasan
i y Pokumen disetujui atau tidak
1 | i* disetujui tergantung hasil
pemeriksaan dan peninjauan
7 |Memeriksa dan memparaf surat Dokumen [zin 2 Hari Kerja | Dokumen Izin lqkasx,_J;_ka dokun'%en .
disetujui proses dilanjutkan
ke penandatanganan. Jika
permohonan di tolak maka
dikembalikan ke pemohon
w
8 [Melakukan Penandaan tanganan I I Dokumen Izin 10 Menit | Dokumen Izin
9 [Melakukan Penomoran dokumen izin " e Dokumen Izin 10 Meanit |Dokumen lzin
v
10 ¥Melakukan penyerahan Dokumen izin ( ) Dokumen Izin 10 Menit Izin Lokasi

e
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PENERBITAN SK DIRJEN HUBDAT TENTANG PEMBERIAN PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS [ANDALALIN)

Dasar Hulum: Kualifikasi Pelaltsana:
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Mampu dan memahami prosedur penerbitan SK Dirjen Hubdat tentang Pemberian
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Laiu Lintas (Andatalin)

2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun
2011 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

3 Peraiuran Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun

2014 tenlang Rambu Laly Lintas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun

2014 tentang Marka Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun

5 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
{Andalalin)

Peraturan Menteri Perhubungan Nemor 75 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

6 Menteri Perhitbungan Nomor 75 Tahun 2015
tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin}
Peraturan Menteri Perhubungan Nemor 11 tentang
7 Perubahan Ketiga Atas Perafuran Menteri
Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang
Analisis Dampak Lalu Lintas {Andalalin}
Heterkaitan: Peralatan/ PerlengRapan:
1 SOP Surat Masuk 1 : Komputer
2 S0P Surat Keluar 2 : Printer
3 : Mesin Tik
4 : Kertas
5 : Stemped
6 : Kamera
Peringatan: Pencatatan/ Pendataan:
Apabila terdapat keraguan dalam berkas permeohonan 1 : Disimpan sebagai data clektronik dan manual

Cara Mengatasi:

Akan difakukan klarifikasi kepada pemohon
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PELARSANAAN MUTU BAKU
No KEGIATAN DIR/";’L?:?;?M PIREKTU | KASUBDIT| (A5 D1 | STAR o KET,
" HAP,
PEMBERI SETDITJEN E}i;ﬁg AND.;LALI ANDALALI | ANDALALI EVALUAST KELENG; AN WAHTU OUTPUT
PERSETUJUAN N N
N Surat Permohonan dari
Menerima surat usulan penetapan . . L
1 N P Pembangun / Pengembang dan| 1 hari Lembar Disposisi
dan Dokumen Hasil ANDALALIN E Dokumen Hasit ANDALALIN
Mempelajari surat usulan | }13 Surl;'at Pcrmok;;)nan -:lz;’ri
2 |penetapan dan Dokumen Hasil enmbangus / cngemoang I jam Lembar Disposisi
ANDALALIN dan Dokumen Hasit
ANDALALIN 2.Disposisi
Mengkaji dan memeriksa surat 1. Burat Permohonan dari
N Penmbangun / Pengembang - . e
3 lusulan penetapan dan Dokumen . 30 menit | Lembar Disposisi
Hasil ANDALALIN I:_l dan Daloumen Hasil
ANDALALIN 2.Disposisi
Meneliti dan mengkonsep surat L. Surat Penmohonan dari
) N ] Penmbangun / Pengembany . . .
4 Ipersetujuan dan Dokumen Hasil N . 30 menit| Lembar Disposisi
ANDALALIN dan Dokumen Hasil
ANDALALIN 2.Disposist
1. SBurat Permohonan dari N
5 Memeriksa kelengkapan Dekumen ] ] Penmbangun / Pengembang 10 it o lc{:kém
Hasil ANDALALIN dan Dokumen Hasil rens o apan
ANDALALIN  2.Disposisi oxt
Bila dokumen belum lengkap
i. Surat Permohenan dari BA Pemeriksaan |den/atau tidak memenuhi
Penmbangun / Pengembang Dokumen Hasil |persyaratan, Tim Evaluasi
6 Meneliti dan menganalisis [ | dan Dokumen Hasil 3 iam ANDALALIN dan  |[mengembalikan Dokumen Hasil
dokumen hasil ANDALALIN ANDALALIN 2. Disposisi F Surat pengantar  [ANDALALIN kepada Pemohon. Surat
3. Cek list kelengkapan perbaikan Dok, |pengantar dilengkapi dengan catatan
doltumen Hasil ANDALALIN jkekurangan vang masih periu
ditengkapi
1. Surat Permohonan dari
Penmbangun / Pengembang
| |I dan Dokumen Hasil
ANDALALIN 2. Disposist N . .
; N Pembahasan melibatkan juga Wakil
s v 4 . £ £ o : & P
7 Membual jadwal pembatiasan 3. Cek list kelengkapan 20 menit Surat Undangan dari Prapinsi, Kabupates fKota iokasi

Dokumen Hasil ANDALALIN

dekumen
4, BA Pemeriksaan Dokumen
Hasil ANDALALIN dan Surat

pengantar perbaikan Dok. Hasil

ANDALALIN

pembahasan

rencanga pbml)angunan.
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PELAKSANAAN MUTU BAKU
®O KEGIATAN DI?J::;‘JI;:E?AT DIREKTU | KASUBDIT EEL?; sgﬁr — KET.
8 AND, AP,
PEMEERT ETDITJEN ;{I;ﬁ‘[s]' .;LALI ANDALALI | ANDALALY EVALUASI KELENG! AN WAKTU ouUTFUT
PERSETUJUAN N N
1. Burat Permohonan dari Pemaohon harus melenghkapi
Penmbangun / Pengembanyg kekurangan data sesuai dengan
dan Dekumen Hasil rekomendasi dari Tim Evaluast yang
p ANDALALIN 2. Dispasisi tercaritum dalam BA Rapat
. .I .
r;g:ﬁi;j?;:ﬂ:ils::ﬂ 3. Cek list kelengkapan BA Rapat Pembahasan Dekumen Hasil
& {Penilaian Dokumen liIasii dokumen 2 jam Pembahasan ANDALALIN. Lamanya walctu
ANDALALIN dan Penandatanzanan 4. BA Pemeriksaan Dokumen = Dokumen Hasil |perbaikan dokumen Hasil Andalalin
Surat Pernvataan Kesan ; Em Hasil ANDALALIN dan Surat ANDALALIN tertuang dalam BA Rapat
i ¥ 2eup pengantar perbaikan Dok. Hasil Pembahasan dan Pemchon WAJIB
ANDALALIN menyelesaiican tepat waktu serta
5.Surat Undangan pemohon akan menerima kode Billing
pembahasan dan melakukan pembayaran PNBP
1. Surat Pernyvataan Konsen SK
Menyiapkan draft Surat [ I Kesanggupan dan Dokumen Parset 'qu;:D leum
I [Persetujuan Dokumen Hasil Perbaikan H2 ce’"i P;“.l‘"
ANDALALIN 2. BA Rapal Pembahasan AND, m:.e\ﬁm
Dokumen Hasil ANDALALIN
Memberikan paral dan mengoreksi . o Konsep SK
12 jdraft Surat Persetujuan Dokumen l_!____j Eah:mcn P(:b:f‘:g}\s':;m " H3 Persetujuan yang
Hasil ANDALALIN RESATIEEUpan, da Ba sdh diperiksa
Memberikan paraf dan memeriksa Dokumen Perbaikas, Surat Konsep 5K
13 |draft Surat Keputusan Dokumen T :j Ke um 2 . da : BlA ” aat H4 Persetujuan yang
Hasil ANDALALIN Lesanggupan, dan ap sdh diperiksa
Memberikan paraf dan Konsep $K
4 Imengevaiuasi draft Surat | g Dokumen Perbaikan, Surat .
4
i Keputusan Dekumen Hasit l_.._! Kesanggupan, dan BA Rapat H5 Pcsrg;tz!ua:gang
ANDALALIN {perisa
Memberikan paraf persetujuan . . Kensep 5K
15 draft Surat Keputusan Dokumen | E:hunme;l l::bz:.ag}\sl;t,r\ait H3 Persetujuan yang
Hasil ANDALALIN L-J sanggupan, dan ape sdh diperiksa
Menandatangani Surat Keputusan SK D‘?cnt FIUBDAT
16 [Dirjen tentang Dokumen Hasil Konsep SK Persetujuan H3 cniang

ANDALALIN,

Persetujuan Hasit

ANDALALIN
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PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ; 1. Memahami Kelaikan Kendaraan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang 2. Memahami Prosedur Pengajuan izin
Angkutan Jalan 3. Memahami Persyaratan Pengajuan zin
3 KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan 4. Memahami Aplikasi Proses Pemberian lzin
Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
PM. 29 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanran Minimal
4. Angkutan Orang dengan Kendaraan Barmotor
Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan
Bermotor dalam Trayek
5. PP No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Kementerian Perhubungan
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Meja
2. S0P Surat Keluar 2. Kursi
3. Ruang Kerja
4. Komputer
5. Mesin Tik
6. Lemari Arsip
7. Filling Kabinet
& ATK
Peringatan: Pencatatan/ Pendataan:
Apabila Terdapat Berkas yang Tidak Lengkap dan Benar 1. Disimpan Sebagai Data Eleletronik dan Manuat
Cara Mengatasi:
Akan dilakukan Klarifikasi Kepada Pemohon

A
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Pelaksana Mutu Baku
i Hepala Seksi Pengevaluasi
. Direktur Hasubdit
N K t t
o egiatan Anghutas daz Anglutan Angkutan Perijinan dan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Multimoda Orang Orang Dalam Pelayanan
Trayek Anglkutan Umum
Persyaratan Permohonan Persetujuan Izin
, 1. Surat Permohonan
Menerima dan memeriksa kelengkapan ( } 2. Kesanggupan memilild 5 Kendaraan
1 berkas permochonan Izin 1. Syarat Administrasi 1 hari 1. Syarat Administrasi 3. Kesanggupan Menyediakan pool
Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota 2. Lembar Disposisi 2. Lembar Disposisi 4.Surat Rekomendasi dari KLH atau ESDM
Antar Propinsi (AKAP} 5. Presentasi pimpinan perusahaan
Persyaratan Realisasi Permohonan Izin
- v 1. Surat Permohonan
Mcin;;znksa da];] mepljﬁis%ca_n unt'u(i{ 1 1. Disposisi 1. Disposisi 2.Copy tanda terima furan waiib PT. Jasa Raharja
2 [me ”kal‘: e s Administrasi dan 2, Syarat Administrast lhari |2, Syarat Administrasi 3. NPWP
teknis terhadap berkas pemohanan 3. Lembar Disposisi 3. Lembar Disposisi 4. SIUP
5.1DhP
6. Surat Keterangan Domisili
5. STNK, Buku 1Jji dan Foto Kendaraan
¥ Persyaratan Perpanjangan izin
; . . - 1. Surat Permohorzan
:x E:I 1. Disposisi 1. Disposisi N
Mengkayi permohomfn dan . 2, Byarat Administrasi . 2. Syarat Administrasi 2. Daftar hendara__an .
3 imengkensep Surat Keputusan fzin : L i hari s . 3. 8TNK, Buku Uji dan Fote Kendaraan
- s (ALC 3. Lembar Disposisi 3. Lembar Disposisi .
Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) 4. Konsep Surat 4. Konsep Surat Persyaratan Penambghan Kendaraan lzin Angkutan
' P ’ P Surs Barang Khusus
1. Surat Permohonan
2. Copy SK, SKP Jampiran SKP / surat persetujuan
3 STNK, Buku Uji dan Foto Kendaraan
Melakukan evaluasi persyaratan . . L .
administrasi dan persyaratan teknis 1. Disposisi 1, Dispasisi 1. Jdika permoh(_)_nan persetuyljan izin disetujui imalfa
4 ser ta m"mb“?t konsep_Surat v 2. Byarat Administrasi 1 hari 2. 8yarat Administrasi p:;;s:&ia:nwapb melengkapi persyaratan realisasi
Keputusan lzin Antar Kota Antar i 3. Lembar Disposisi 3. Lembar Disposisi permononan,
Propinsi (AKAP) dan Konsep Kartu &, Konsep Surat 4. Konsep Surat 2. Bila fidak lengkap maka dokumen permohonan
Pengawasan Izin Antar Jemput Antar : P ' dikembalikan untuk dilenglkapi
2 irol A 1ADY
Memeriksa konsep Surat Keputusan 1. Syarat Administrasi ; i{. Tsact ng:;us“am
5 [lzin Angkutan Antar Kota Antar ¥ 2, Konsep Surat Thari |3 Kmscf’ Vi
Propinsi (AKAP) dan Konsep Kartu | 3. Kansep Kartu Pengawasan 1’.engawa[saan
Pengawasan 4. Paraf persetujuan 4, Paraf persetujuan
Menetiti konsep Surat Keputusan [zin 1. Syarat Administrasi ; E); irsit !\Sdlr:;;rtustra&
6 Izin Angkutan Antar Kota Antar v 2. Konsep Surat I hari 3' l{onsep Kartu
Propinsi (AKAP) dan Konsep Kartu | 3. Konsep Kartu Pengawasan N P;:ngawaia;
Pengawasan ] I 4. Paraf persetujuan 4. Paraf persetujuan
Ls Adming R Pemohon wajib membayar PNBP sebelum menerima
Mengesahkan Surat Keputusan Izin ¥ 2' [_,f] ?]1:5 S:;xalzlstrasz 1. Surat Keputusan Izin surat keputusan
7 |Angkutan Antar Kota Antar Propinst a [E nscp Karty Pengawasan lThari |AKAP
{AKAP) dan Konsep Kartu Pengawasan - onsep . £ 2. Kartu Pengawasan
4. Parafl persetujuan
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PEMBERIAN [ZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT ANTAR PROVINSI (AJAP)

Dasar Hukum: Kualifikkasi Pelaksana:
1 UU No, 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
© Angkutan Jalan; 1. Memahami Kelaikan Kendaraan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 2. Memahami Prosedur Pengajuan lzin
Tentang Angkutan Jalan; 3. Memahami Persyaratan Pengajuan Izin

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2016 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan |4, Memahami Aplikasi Proses Pemberian Izin
4, KM. 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan
Anglkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
5, PM. 29 Tahun 20135 Tentang Standar Pelayanan
Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Dalam Trayek.
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Meja
2. S0P Surat Keluar 2. Kursi
3. Ruang Kerja
4. Komputer
3. Mesin Tik
6. Lemari Arsip
7. Filling Kabinet
8. ATK
Peringatan: Pencatatan/ Pendataan:

Apabila Terdapat Berkas yang Tidak Lengkap dan Benar 1. Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual

Cara Mengatasi:

Akan dilakukan Klarifikasi Kepada Pemohon

i
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PELAKSANA Mutu Balkn
. Pengevaluasi
Kepala Selesi
. Direktur Kasuhbdit Perijinan dan
o Regiatan Anglutan dan Anghkutan Oiigk;;?:m Pelayanan Kelenglkapan Walstu Output Keterangan
Multimoda Orang E Anghutan
Trayek
Umum
Persyaratan Permohonan Persetujuan fzin
1. Surat Permohonan
Menerima dan memeriksa kelengkapan ( } 2. Kesangpupan memiliki 5 Kendaraan
1 berkas permohonan lzin Penyelenggaraan 1. Syarat Administrasi 1 hari 1. Syarat Administrasi 3. Kesanggupan Menyediakan pool
Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi 2. Lembar Disposisi 2, Lembar Disposisi 4 Surat Rekomendasi dari KLY atay ESDM
(AJAP) 8. Presentasi pimpinan perusahaan
Memeriken dan menupaskan niik 5 - - Persyaratan Realisasi Permohonan Izin
melakukan evaluasi Administrasi dan teknis T 1. Disposisi 1. Disposisi - Surat Permohonan
2 hadap betk } © 2. Syarat Administrasi 1 hari 2, Syarat Administrasi 2.Copy tanda terima juran wajib PT. Jasa Raharja
terhadap berkas pemohonan 3. Lembar Disposisi 3. Lembar Disposisi 3. NPWP
4. Siyp
3. TDP
6. Surat Keterangan Domisili
5. 8TNK, Buku Uji dan Foto Kendaraan
]
E——' Persyaratan Perpanjangan zin
1. Surat Permohonan
A . X w 2. Daftar Kendaraan
Mengkaji permohonan dan mengkonsep ; g‘sl’ots‘:zi inistrasi ; ngPO:‘i‘i . X 3. STNK, Buku Uji dan: Foto Kendaraan
3 [Surat Keputusan Izin Antar Jemput Antar 3‘ Lg::rl?ar D;mms. ast { hari - yards A Emmsitr‘asa
Provinsi [AJAP) - L Sposis 3. Lembar Disposisi Persyaratan Penambahan Kendaraan lzin Angkutan
4. Konsep Surat 4. Konsep Surat Barang Khusus
1. Surat Permohonan
2. Copy SK, SKP,lampiran SKP / surat persetujuan
3 STNK, Buka Uji dan Foto Kendaraan
Melakukan evaluasi persyaratan " N . T A
administrasi dan persyaratan teknis serta I_V 1. Disposisi 1. Disposisi i Jzka]pclmo?g:;an ;:ersektugtilan zzu'a dlsnmjm].mak.a
4 membuat konsep Surat Kepurusan lzin Antar 1 I 2. Syarat Administrasi 1 hasi 2, Syarat Administrasi pzii?}:ia;n“ajl melengkap: persyaratan realisast
Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Konscp 3. Lembar Disposisi : 3. Lembar Disposisi g Bil t("d l-:,i » aka dok crmoh
Kartu Pengawasan [zin Antar Jemput Antar 4. Kensep Surat 4. Konsep Surat ; BUA UdRk iengwap maka do ‘umen permohonan
Provinsi (AJAP) dikembalikan untuk dilengkapi
. . 1. Syarat Administrasi
Memeriicsa konsep Surat Keputusan Izin 1. Syarat Administrasi 2. Kﬁnscp Surat
8 iAngkutan Antar Jemput Antar Provinsi ; ﬁunsep iurat . 1 hari 3. Konsep Kartu
{AJAP) dan Konsep Kartu Pengawasan - ensep artu‘ Pengawasan Pengawasan
4, Paraf persetujuan .
4, Paraf persetijuan
. i ; 1. Byarat Administrasi
Meneliti konsep Surat Keputusan Izin [zin 'Y ; 2}1:: Asdf:;r:mtms‘ 2. Konsep Surat
6 JAngkutan Antar Jempus Antar Provinsi - 3' 0 n Kastu P 1 hari 3. Konscp Kartu
{AJAP} dan Konsep Kartu Pengawasan l t - onsep artu_ cngawasan Pengawasan
4. Para{ persetujuan .
4. Paral persetujuan
Mengesahkan Surat Keputusan Izin h 4 ; Eya:]rat As(ll?f:zxstraSL 1. Surat Keputusan lzin Pemohen wajib membayar PNRP sebelum menerima
7 |Angkutan Antar Jemput Antar Provinsi ( ) 3' Kgn::p Ka;;u Pengawasan 1 hari AJAP Surat Xeputusan [zin Angkulan Barang Khusus dan
[AJAP} dan Konsep Kartu Pengawasan 4' Paral gersctujuang< 2. Kartu Pengawasan Kartu Pengawasan




PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PARIWISATA

Dasar Hukum:

Kualifikesi Pelaksana:

1. WU No. 22 Tahun 2008 Tentang LLAJ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan

3 KM. 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
Tidak Dalam Trayek

PM. 88 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal

4. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

dalam Trayek

5. PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada
Kementerian Perhubungan

1.

2.
3.
4

Memahami Kelaikan Kendaraan
Memahami Prosedur Pengajuan [zin
Memahami Persyaratan Pengajuan lzin
Memahami Aplikasi Proses Pemberian izin

Keterkaitan:

Peralatan/ Perfengkapan:

1. SOP Surat Keluar
2. S0P Surat Masuk

ZNoO RGN =

Meja

Kursi

Ruang Kearja
Komputer
Mesin Tik
Lemari Arsip
Filling Kabinet
ATK

Peringatan:

Pencatatan/ Pendataan:

Apabila Terdapat Berkas yang Tidak Lengkap dan Benar

1.

Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual

Cara Mengatasi:

Akan dilakukan Klarifikasi Kepada Pemohon




No

Kegiatan

PELAKSANA Mutu Baku
N Kepala Seksi Pengevaluasi
" Kasubdit
Direktur Angkutan Angkutan Perijinan dan
dan Muitimoda A'g_z:sn COrang Tidak Pelayanan Kelengkapan Waktu Output

Dafam Trayek

Angkutan Umum

Keterangan

Menerima dan memernksa kelengkapan berkas

-,

-

. Syarat Administrasi

1. Syarat Administrasi

Persyaratan Permachonan Persetujuan lzin
1. Surat Permohonan

2. Kesanggupan memiliki 5 Kendaraan

3. Kesanggupan Menyediakan pocl

1 [permehanan Izin Penyelenggaraan Angkutan 2. Lembar Disposisi hef 12 Lembar Disposisi 4.Surat Rekomendasi dari KLH atau ESDM
5. Presantiasi pimpinan perusahaan
Persyaratan Realisasi Permohonan lzin
1, Surat Permohonan
Memerksa dan menugaskan untuk meiakukan ’—3 1. Disposisi 1. Disposisi 2.Copy tanda terima iuran wajib PT. Jasa Raharja
2 evaluasi Administrast dan teknis terhadap berkas | 2. Syarat Administrasi Thei |2 Syarat Administrast 3. NPWE
pemchanan 3. tembar Disposisi 3. Lembar Disposisi 4. SluP
5. TDP
6. Surat Keterangan Domishi
5. 8TNK, Buku Uji dan Foto Kendaraan
v Persyaratan Perpanjangan lzin
! | 1. Surat Permohonan
2. Daftar Kendaraan
3. STNK, Buku Uji dan Foto Kendaraan
Persyaratan Penambahan Kendaraan lzin Angkutan Barang
. 1. Dispasisi 1. Disposisi Khusus
o  Smpannares | (2 Sy g i St P |
3. L.embar Disposisi 3. Lembar Disposisi 2. Copy SK, S8KP,lampiran SKP / surat persetujuan
PARIVWISATA 4. Konsep Surat 4. Konsep Surat 3 STNK, Buku Uji dan Foto Kendaraan
. - . L4 . L. . - 1. Jika permohonan persetujuan izin disetujui maka
Melakukan evaluga persyaratan administrasi dan — 1. Disposisi i ) 1. Disposisi N ) perusahaan wajib melengkapi persyaratan realisasi
4 persyaratan tgkn:s serta membuat konsep Surat 2. Syarat Ad_mlnls?rgsv 1 had 2. Syarat Adfmnns%rgst permohonan.
Keputusan lzin Penyelenggaraan Angkulan 3. Lembar Disposisi 3. tembar Disposisi 2. Bila fidak lengkap maka dokumen parmohonan dikembalikan
PARIWISATA dan Konsep Kartu Pengawasan 4. Konsep Surat 4. Konsep Surat ) f
unuk ditengkap!
1. Syarat Administrasi 1. Byarat Administrast
Memeriksa konsep Surat Keputusan lzin e 2. Konsep Surat 2. Konsep Surat
5 |Penyelenggaraan Angkutan PARIWISATA dan r......, } 3. Konsep Kariu fhan 3. Konsep Kartu
ronsep Karlu Pengawasan Pengawasan Pengawasan
4. Paraf persetujuan 4. Paraf persetujuan
1. Syarat Administrasi 1. Syarat Administrast
Menaliti konsepSurat Keputusan lzin 2. Konsep Surat 2. Konsep Surat
6 [Penyelenggaraan Angkutan PARIWISATA dan v 3. Konsep Kartu 1 har  {3. Konsep Kartu
Konsep Kartu Pengawasan [ Pengawasan Pengawasan
4. Paraf persetujuan 4. Paraf persetujuan
1. Syarat Administrasi
Mengesahkan Surat Keputusan Izin 4 2. Konsep Surat 1. Surat Keputusan lzin
7 |Penyelenggaraan Angkulan PARIWISATA dan { ) 3. Konsep Kartu 1hari (Pariwisata
Konsep Kartu Pengawasan Pengawasan 2. Karlu Pengawasan
4, Paraf persetujuan

A




